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ABSTRAK

Judul disertasi ini adalah “Politik Dinasti Perspektif Al-Qur’an (Studi atas
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XI11/2015)”

Politik Dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sebelumnya
merupakan larangan konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
8- Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 7 huruf (r),
yang menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati
dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dilarang
memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, Mahkamah Konstitusi
melalui Putusannya Nomor 33/PUU-XII1/2015, telah membatalan larangan
tersebut dan menyatakan sebagai praktek yang sah sesuai dengan konstitusi
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan inkonstitusional dan
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak
yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari
tindakan diskiminatif.

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah
bagaimana konfigurasi politik dinasti dalam sistem politik Indonesia menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI11/2015? dan bagaimana
pandangan al-Qur’an terhadap politik dinasti dalam sistem politik Indonesia pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X111/2015? Data yang terkumpul
dalam penelitian ini setelah dipelajari dan diklasifikasikan menggunakan teknik
induktif, deduktif dan komperatif untuk kemudian dianalisa menggunakan metode
analisis isi.

Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana pasal 7 huruf
(r) Undang-Undang Pilkada dinilai dapat memicu timbulnya nepotisme dan
fanatisme keluarga (ashabiyyah) dalam menjalankan, merekrut, mewariskan dan
mereproduksi kekuasaan politik, kedudukan dan jabatan. Islam dalam dakwahnya
sangat identik dengan Ashabiyah dan tanpa Ashabiyah tidak sempurna, oleh
karena itu, Allah selalu mengutus Nabi dan Rasul dari saudara dan kaumnya
sendiri (dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 65,73 dan 85. Dengan Islam, Nabi
mengukhwahkan dan mempersatukan orang Arab, bukan hanya antara penduduk
Madinah, bahkan penduduk Makkah dan Madinah. juga Nabi Musa, ketika
mengangkat saudara kandungnya Nabi Harun untuk mendampinginya dalam
mengemban risalah kenabian yang diabadikan di dalam al-Qur’an surat Thoha
ayat 29-34 dan al-Qashash ayat 34-35.

Jadi politik dinasti yang berbentuk nepotisme dan ashabiyah adalah bagian
dari dinamika kehidupan umat Islam dalam berbangsa, bernegara dan beragama
dengan ketentuan dapat memenuhi Kriteria berupa berintegritas, profesionalitas
dan moralitas.

Key Words:Politik Dinasti, Nepotisme dan Ashabiyyah.
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ABSTRACT

Miftahuddin (2018): Political Dynasty in Perspective of al-Qur’an (Critical
study on the Constitutional Court Decision of the
Republic of Indonesia Number 33/PUU-X111/2015).

Political Dynasty in the regional head election in Indonesia was previously
aconstitutional prohibition as regulated in Law Number 8 of 2015 on Amendment
to-Law Number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in lieu of
Law Number 1 Year 2014 on the election of governor, regent, and mayor of
article 7 letter (r), stating that the candidate for governor vice governor, candidate
of.regent and vice regent, and candidate of mayor and candidate of vice mayor are
prohibited to have conflict of interest with the incumbent. However, the
Constitutional Court through its Decision Number 33/PUU-XII1/2015 has
annulled the prohibition and declares it a legitimate practice in accordance with
the Constitution of Republic of Indonesia on the grounds that it is unconstitutional
and contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for violating
the citizens’ constitutional right to obtain equal rights in law and government and
the freedom of everyone from discriminative action.

The problems that can be formulated in this paper is: how is the
configuration of political dynasties in the Indonesian political system according to
the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-X111/2015? And what is the
view of al-Qur'an about the politics of dynasties and the pro-contra of political
dynasties in the Indonesian political system on the decision of the Constitutional
Court Number 33/PUU-XI11/2015? The data collected in this study were studied
and classified by using inductive, deductive and comparative techniques, then
analyzed using content analysis methods.

A political dynasty in the election of regional heads as Article 7 letter (r)
Law of Regional Head Election can trigger the emergence of nepotism and family
fanaticism (ashabiyyah) in running, recruiting, inheriting and reproducing
political power, and position. Islam in its teaching is very synonymous with the
ashabiyyah and without the ashabiyyah it is imperfect. Therefore, Allah always
sends Prophets and Messengers from the Brothers and his own people (in al-
Qur'an Surat al-a'raf verses 65, 73 and 85. With Islam, the Prophet exhorted and
united the Arabs, not only among the people of Medina, even the people of
Makkah and Medina, and Moses' Prophet, when appointed his brother Aaron to
accompany him in carrying the prophetic message, immortalized in al-Qur'an
Thoha verse 29- 34 and al-Qashash verses 34-35.

So the political dynasty in the form of nepotism and ashabiyyah are part of
the dynamics of Muslims’ life in a nation, a state and a religion with the
requirement to fulfill the criteria of integrity, professionalism, and morality.

Keywords: political dynasty, nepotism, ashabiyyah
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